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PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP HAK ASUH ANAK 

YANG BELUM MUMAYYIZ KEPADA AYAH 

(Studi Putusan Nomor:814/Pdt.G/2023/PA.Btm) 

ABSTRAK 

  
 Dalam putusan Pengadilan Agama Batam Nomor: 814/Pdt.g/2023/PA.Btm. 

Hakim mengabulkan hak asuh anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayah. 

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam 

hal terjadinya perceraian pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 

12 tahun adalah hak ibunya. Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, setelah terjadinya 

perceraian mengenai hak asuh anak yang belum mumayyiz, setelah ibu pemeliharaan anak 

selanjutnya diserahkan kepada garis keturunan ibu, dan setelah itu baru kepada ayah. 

Dengan demikian perlu dilakukan penelitian dengan perumusan masalah: Pertama, apa 

pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam 

putusan Perkara Pengadilan Agama Batam Nomor: 814/Pdt.G/PA.Btm dikuasakan oleh 

ayah ditinjau dari Hukum Negara? Kedua, apa pertimbangan Majelis Hakim terhadap hak 

asuh anak yang belum mumayyiz dalam putusan Perkara Pengadilan Agama Batam 

Nomor: 814/Pdt.G/PA.Btm dikuasakan oleh ayah ditinjau dari Hukum Islam?. Penelitian 

ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim mengapa hak asuh 

anak yang belum mumayyiz dikuasakan oleh ayah dengan meninjaunya dari hukum 

negara dan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan pendekatan studi kasus (case approach). Data yang didapat dianalisis 

secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Majelis Hakim memiliki 

kewenangan untuk mengesampingkan peraturan perundang-undangan jika dianggap tidak 

sesuai dengan rasa keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak. Hal ini menunjukan 

bahwa hakim memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak anak 

terlindungi. Majelis Hakim dalam memutuskan sengketa hak asuh anak yang belum 

mumayyiz kepada ayah kandung dapat menyimpang dari ketentuan Pasal 105 KHI 

dikarenakan hakim lebih mengutamakan kepentingan si anak atau melihat dari segi 

maslahatnya. Selain itu, menurut penulis Majelis Hakim memutuskan perkara hak asuh 

anak yang belum mumayyiz pada ayah berdasarkan maslahah mursalah dengan alasan 

untuk kemaslahatan anak karena ibu kandung tidak dapat memberikan kasih sayangnya 

serta melepas tanggung jawabnya sebagai ibu. Selain itu untuk kepentingan administrasi 

pada pendidikan, kesehatan, dan hal-hal lain.  
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